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NOMOR: ‘oY /UN6221/PT/IV /2019

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr.Ir. Heru Sigit Purwanto, MT

Jabatan : Kepala LPPM UPN ™Veteran” Yogyakarta, bertindak untuk dan atas
nama Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Alamat : JI. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan:

1. Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Nomor:
T/140/E3/RA.00/2019 25 Februari 2019 Hal: Penerima Pendanaan Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2019

2. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 antara Direktorat Riset Dan Pengabdian
Masyarakat dengan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor :
202/SP2H/LT/DRPM/2019, tanggal 11 Maret 2019 memberikan tugas kepada :

Nama Jabatan Tim
1. DrPUJILESTARI S.IP, M.Si 1. Ketua
2. Dr. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T 2. Anggota
3. Ir ARIF RIANTO BUDI NUGROHO 3. Anggota

¥

Untuk melaksanakan Penelitian Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi tkt:
Skala 9 dengan bidang fokus Kebencanaan Tahun Anggaran 2019 dengan judul :

“MODEL MANAJEMEN RISIKO BENCANA
BERBASIS KOMUNITAS MELALUI RENCANA KONTIJENSI
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO,
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp.208238000,- (Dua ratus
delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah dana luaran sebesar
Rp.15000000,- (Lima belas juta rupiah). Jumlah dana tersebut sudah termasuk seluruh
beban pajak yang berlaku (PPn, PPh 23, PPh 21).

2. Dana penelitian disalurkan dalam 1 (satu) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku
yakni:



a. Pembayaran sebesar 100% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah
penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp.208238000,- (Dua ratus delapan juta
dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah dana luaran sebesar Rp.15000000 ,-
(Lima belas juta rupiah).

b. Paling lambat tanggal 9 Agustus 2019 Peneliti wajib menyampaikan Laporan
Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan, Berita
Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita
Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan dalam bentuk Pdf yang diunggah
ke SIMLITABMAS.

c. Paling lambat tanggal 2 November 2019 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Akhir
Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 100%, Berita Acara
Serah Terima Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara Serah
Terima Laporan Penggunaan Keuangan 100% dalam bentuk Pdf yang diunggah ke
SIMLITABMAS

d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada
LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.

e. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala (setiap bulan) disertai
bukti otentik setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat accountable
serta harus mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian
dari Ditlitabmas.

f. Peneliti wajib membayar kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperti ketentuan
yang berlaku.

3. Pembayaran dana penelitian sebesar 100% beserta dana tambahan luaran, diberikan
apabila peneliti telah melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul
penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dan yang akan diperoleh,
anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.

4. a. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan
seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website)
SIMLITABMAS berupa; Catatan harian, dan laporan komprehensif pelaksanaan
Penelitian, pada tanggal 2 November 2019.

b. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk: Laporan
Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid “hard cover” dan soft
copy dalam file PDF ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi
1,5 kertas A4 pada bagian bawah ditulis:

Dibiayai oleh :
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Kontrak Penelitian TA. 2019
Nomor: 202/SP2H/LT/DRPM/2019, tanggal 11 Maret 2019

¢. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII.

d. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian
tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Kepala LPPM UPN
“Veteran” Yogyakarta.

e. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di
jurnal internasional/nasional terakreditasi, seminar, buku ajar serta Paten, TTG
maupun Model Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan
ke LPPM.




f. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan
dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan RISTEKDIKTI sebagai pemberi
dana.

g. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas,
diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

h. Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang
dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses
pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Kepala LPPM
UPN “Veteran” Yogyakarta kepada pihak terkait.

i. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam
Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana
penelitian yang telah diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan
Pengembangan Kemenristekdikti melalui Kepala LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta
yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara

. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring
dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan
kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian, seta kewajaran
laporan keuangan yang dibuat. Jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di
lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah:

a. Monitoring dan Evaluasi pertama tanggal 14 — 15 Mei 2019
b. Monitoring dan Evaluasi kedua tanggal 10 - 17 Juli 2019

c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 8 — 9 Oktober 2019, dalam bentuk pemaparan hasil
penelitian (seminar hasil penelitian).

. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 25 Oktober 2019

. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Kepala
LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai
dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.

. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil pekerjaan
seluruhnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Penguatan Riset
Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi maka kepada
peneliti akan dikenakan denda sebesar 1%o (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai
setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian terhitung dari
tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana
penelitian olch Bagian Keuangan DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
Kemenristekdikti melalui LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta.

. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran yang
sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang
bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas
Negara.

10. Apabila dikemudian hari peneliti dapat sanksi dari UPN “Veteran” Yogyakarta dan atau

instansi lain karena terbukti melakukan penelitian atau melanggar kode etik dosen, maka
peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang sudah diterima
kepada negara melalui Kepala LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta.




11.Apabila dikemudian hari terbukti bahwa penelitian dengan judul : MODEL
MANAJEMEN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS MELALUI
RENCANA KONTHJENSI ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO,
PROVINSI SUMATERA UTARA dijumpai adanya indikasi tidak bersifat original,
pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran,
itikad kurang baik, tidak dapat menyelesaikan penelitian dengan benar, maka penelitian
tersebut dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah
diterimanya kepada DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti
melalui Kepala LPPM UPN “Veteran™” Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas
Negara dan peneliti bertanggungjawab penuh secara hukum.

Penerima Tugas :
1. Dr PUJI LESTARI S.IP, M.Si
2. Dr. Ir EKO TEGUH PARIPURNO M.T

3. Ir ARIF RIANTO BUDI NUGROHO

Tembusan Yth. :
1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kajur
di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JI. SWK 104 {Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 5
Telp. (0274)486733, Fax. (0274)486400, email : lppm@ upnyk.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR : £ /UN62.21/KL.00/2019

Berdasarkan  Surat  Penugasan  Pelaksanaan  Program  Penelitian = Nomor:
04/UN62.21/PT/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang Hibah Penelitian Terapan Unggulan
Perguruan Tinggi dari Kemenristekdikti.

Sehubungan dengan hal tersebut, atas nama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

1. Dr. Puji Lestari, M.Si Ketua Peneliti Komunikasi
2. Dr. Ir. Eko Teguh Paripurno, M.T Anggota Peneliti Kebencanaan
i‘ {)r‘ Arlf;\?nto Bace ey T Asisten Peneliti Komunikasi

= IDDY nEEng o Asisten Peneliti Komunikasi
5. Rama Kertamukti y o o

; Asisten Peneliti Kcbijakan
6. Joao Muni : L
: : Asisten Peneliti Kcbencanaan

7. Januario Pereira

Untuk mengadakan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul “Model
Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas Melalui Rencana Kontinjensi Erupsi Gunung
Sinabung Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara” pada bulan Mei sampai dengan bulan
Oktober 2019.

Demikian surat tugas ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Mei 2019
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Abstract— This research paper aims to find a synergetic
communication model in the formulation of the Regent’s
regulatory policy on the Mount Sinabung eruption contingency
plan. This study was conducted with descriptive qualitative
methods, the data collection techniques were through interviews,
observations, and documentation related to the rule of the Karo
Villagers on the Mount Sinabung eruption contingency plan.
Research results are in the form of a communication process
model in the proposal, decision-making process, and policy on the
contingency plan of the eruption of Mount. Sinabung in North
Sumatera. The contribution of this research is a new model in the
policy formulation of the Mount Sinabung eruption contingency
plan.

Keywords— disaster communication model, contingency plan
policy, Sinabung

INTRODUCTION

Based on the research of Lestari at 2016 that Sinabung
disaster management has not been optimal because the local
government of Karo regency did not have a document
contingency plan as a reference. According to article 5 of the
Law, number 24/2007 [1] on disaster management mentions
that the responsibility in organizing disaster management is
the government and local governments. Disaster management
in the stage of pre disaster done in the situation when disaster
not happen, and where there is a potential disaster. Article 5
of paragraph la of government regulation number 21/2008
[2] on disaster management states that in situations with no
disaster occurs, one of the implementations of disaster
prevention is making the plan of the disaster prevention itself.
In article 17, paragraph 3 of government Regulation number
21/2008 states that in case of disaster mitigation plan can be
supplemented by preparation of a contingency plan.

Related to the Contingency Plan research, Basyid [3] has
investigated the development of the Lokon Volcanic Disaster
Contingency Plan map. The results of the study states that the
Lokon Volcano Contingency Plan map can provide
information to deal with disasters and predict the impact of
the disasters of the Volcano eruption and interpreting the
dimensions of eruption columns [4]. Contingency plan is an
important factor, focus on service time [5], budget allocations
[6], distribution center [7], complex planning and
management problems [8] in disaster preparedness including
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the Mount Sinabung Eruption, there is about Facility location
optimization model for emergency humanitarian logistics [9].

Factors affecting the implementation of disaster
mitigation policies of Mount Sinabung based on the research
findings of Kristian [10], findings are communication factors,
information, and transmission that do not guarantee that the
implementation is going well. Communication factors that
had fulfilled without being supported by the implementor
disposition, make the policy does not work. In handling the
disaster of the eruption of Mount Sinabung, it is necessary to
remember that disaster handling demands a rapid response.

Research on disaster management policy is conducted by
Hidayah [11] about The Disaster Management Policy in The
Regional Autonomy Era explained about Lapindo Brantas
mud overflow in Porong Sidoarjo. The difficulty in
integrating the policy is due to the complexity of the policy
that must synergize. Other complexities revealed to be related
to the issues are caused by the unsynchronized relations
between the contents of these policies and the level of cultural
policies (preconception, attitude, behavior, knowledge and
performance) [12] at the community and policymakers.

Londok research [13] involves two primary variables,
namely 1). Success implementation of disaster management
policy as a dependent variable that is given the symbol Y; 2).
The suspected factors in determining the successful
implementation of disaster management policies, such as
factors of communication, resources, disposition, and
bureaucratic structure as an independent variable that given X
symbol.

The research was instituted by Rahman [14] about
Banjarnegara Region Capacity in the landslide disaster
management, explaining that the regional capacity in the
implementation of disaster management is an important
parameter to determine the success for disaster risk reduction.

Hutahaean [15] examines the analysis of disaster
management policy, explaining that judging from the policy
aspect that the model formulate the PB Law is a combination
of the group and incremental model. Group Model is a groups
in the community that conduct the initiative of the
formulation of problem structuring, forecasting, alternative
policies (academic manuscripts), and brings this problem
(disaster) to the government agenda or legislative.

Copyright © 2019, the Authors. Published by Atlantis Press.
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Meanwhile, incremental models prioritize repetitive actions
with just a little change. This action is due to the fear of risk.

The novelty of this research is the findings on the model
of communication in the process of contingency plan policy
making that is an essential aspect in the prevention of the
ongoing eruption of Mount Sinabung. This model refers to a
simple rational model in Fig. 1.

The Model of communication in policy-making is through
(1) the process of identification of problems on the
inadequacy of policy on the contingency plan as a basis for
disaster management of Mount Sinabung eruption. (2) The
selection of Choose the criteria to evaluate the problem to go
to the troubleshooting options. The criteria specified are the
parties responsible for reducing the risk of disaster eruption
Mount Sinabung. (3) The hoice or alternative policy in the
form of policy for risk reduction within a radius of 10 km.

Tmplement ——
the Define the
prefered problem
policies
Select Determine
prefered evaluation
policies criteria
Evaluate Identify
alternative alternative
policies  fmuppumes®  policies

Fig. 1. Simple Rational Model of Patton-Savicky [16]

(4) The assessment of all such alternatives, including
providing the weights and ranks of each alternative that some
affected sub-districts had done such as the alternative to
empty the houses. (5) The production of the best alternative
then chosen as a decision or policy. The alternative is to
propose a document contingency plan to local regulation. (6)
The policy implementation under the basic technical
procedures that need to do in order to make the policy
become the best policy. Given with the local regulations on
the contingency plan of Mount Sinabung eruption which are
proposed to be the Regent's rule, the policy implementation
have not conducted. This new research phase is simulating
the implementation of contingency plan policy.

LITERATURE REVIEW

This research is based on article 1 (9) of LAW 24/2007
about disaster management, primarily on disaster mitigation.
Disaster mitigation is defined as "an effort to reduce disaster
risk, both through physical development or awareness and
skill enhancement of disaster-facing threats." Based on the
understanding of the provisions of the article, Puji Lestari
[17] defines a model of effective disaster communication as a
model of proper and accurate communication in resolving
disaster problems that are form of a policy determination
process model are a regent regulatory plot on the Mount
Sinabung eruption contingency plan.

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 353

As a theoretical reference to the unification between the
disaster communication model and the public policy cycle,
the author chooses a Cycle Theory of David Easton [18]. In
summary, the cycle theory is a process model of a simplified
public policy initiated by Lasswell. Lasswell suggests that the
policy process consists of seven stages, namely, intelligence,
promotion, formulation, exclamation, application,
termination, and assessment. The Model has succeeded as a
basic framework for policy studies and become the starting
point of various typologies of policy processes despite the
conflict that happens: The termination phase precedes the
assessment. After that, the policy studies have experienced
developments, and until today, the depiction of the policy
process more commonly known through the preparation of
agendas, policy formulation, decision making,
implementation, and evaluation. The evaluation here is to
encourage termination of the policy.

Faturahman [19] in an analysis of the contribution input-
output model contributes to further differentiation of the
policy process. Explicitly, when the decision wants to adopt a
specific disaster mitigation action, then the focus of the
mitigation action should be further expanded including
implementation/mitigation action, disaster-affected group
reaction and broader impact for example on other social
sectors.

This research also refers to the two-image policy cycle
consisting of policy formulation, implementation, monitoring,
and evaluation. Policy on formulation of a policy on
contingency planning is implemented in Karo regency that
requires the monitoring and evaluation process.

» Policy

Formulation

Policy

! Policy
Evaluation

Implementation

h

Policy Monitoring |+

Fig. 2. Policy Cycles [20]

Policy-making processes begin with the formulation and
adoption of policies include; Goal-setting — what to
accomplish with policy — and alternative consideration of
different actions, to improve governance practices and more
rational decision-making tools. [21].

The research also bases on the concept of policy cycles
[22]. The cycle explains the model of policymaking processes
as a sequential process, i.e., policies developed based on the
logical process of the problem. There are various approaches
to understand policy cycles, among other rationalists 'stage'
models which have become the dominant model for creating
a policy cycle concept.

The stage model of the policy cycle is commonly used as
an instruction tool, outlines the steps to be taken by
policymakers to develop a reliable and evidence-based policy
result with broad applications across all of the political
system. The stage model in Fig. 3 explains (1) Identification
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of problems and organizations of identified issues that capture
the attention of governments and broader communities that
require governmental action. (2) Policy analysis-the problems
researched and analyzed to inform the policy decisions, often
done by the executive branches of the government. (3)
Development of policy instruments-policy instruments
designed or selected based on the most reasonable means to
achieve the desired outcome. (4) Consultation held with
various actors, including the wider community. (5)
Coordination — once set up, the cross-government coordinated
policy to obtain funding and to ensure consistency with other
existing policies. (6) Decision-one or more options that are
debated and examined are decided by ministers, cabinets, or
other actors in government. (7) Implementation-policies then
implemented by public or other sectors, agencies, or external
organizations. (8) Evaluation-once the policy is applied, the
evaluation is done to determine the effectiveness of the policy
and to decide what action to follow [22].

Communication elements in the model is found at point 5
in the form of coordination of preparation and
implementation of policies made. The success of coordination
is very related to policy analysis. Policy Analysis is a planned
effort relating to explanation and prescription or
recommendation on the consequences of public policy that
applied [23]. In addition, the local communities have already
established their local groups and then these groups function
to deal with the policy [32].

This research is focused on the policy on Mount Sinabung
eruption contingency plan, which requires a lengthy planning
process. Planning is the tools used to ensure a better future. In
the context of disaster risk, a better future is characterized by
readiness for a disaster, the ability to minimize disaster
impact, and the ability to recover well, whether it is for the
social entity or a system. One of the planning instruments to
ensure a better future in facing various catastrophic risks is
what is called as contingency planning.

The drafting scenario with contingency planning in a
region is based on the regulation of the governor and local
regulations (regency or city). Perka. Corresponding to the
Perka and to the BPNB. No. 4/2010. Legal bases in
contingency planning for the preparation of the contingency
plan, are Law Number .24/2007, Law Number 23/2014, Law
Number 25/2004, Government Regulation Number 58 Year
2005, Government Regulation Number 41/2007, Government
Regulation RI Number 22/2008, Government Regulation
Number 23/2008, Head of BPBD Regulation Number 3/2008,
Head of BPBD Regulation Number 4/2008, Head of BPBD
Regulation Number 10/2008, Head of BPBD Regulation
Number 1/2008, and Regulation of the Minister of Home
Affairs Number 54/2010 about The Implementation Local
Government Regulation Number 8/2008.

METHODOLOGY

This research used qualitative descriptive methods in the
communication model. The research location was in Karo
Regency, North Sumatera. Research time was from April to
May 2019. The research subject were Regent, vice- Regent,
Head of BPBD, and Head of Law of Karo Regency. The
object of this research was the communication in the process
of making a contingency plan of Mount Sinabung eruption.
Data collection techniques used in-depth interviews on basic

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 353

related research subjects and the process of communication
in contingency plan policy retrieval. Observations were
conducted in the Karo regency, especially in BPBD and the
legal section. Documentation was obtained from various
rules regarding contingency plan policy retrieval. A limited
discussion conducted in Karo regency involving related
parties in the process of communication planning and the
making of contingency plan policy, such as BPBD, legal
department, and several related agencies. Data analysis
techniques were conducted with qualitative analysis of the
collected data using the following stages [24]: (1) Data
reduction, from which was the analysis of data directs,
classifies, sharpens and removes data that are not need. (2)
Data presentation, namely the existence of a collection of
data compiled and allows the withdrawal of conclusions. (3)
Withdrawal of conclusion, i.e., the results obtained can be
used for action taking.

FINDINGS RESULTS AND ANALYSIS

Based on Karo Regency local regulations on regional
disaster management, the Regional Disaster Management
Agency (BPBD) of Karo District cooperated with UPN
"Veteran" Yogyakarta in the creation of contingency plans
and issued Regent Decree of Karo involving contingency
planning. A joint meeting was conducted among BPBD,
UPNVYK, and stakeholders (police, army, social service,
etc.) to collect materials from drafting BPBD Karo
contingency plan with UPN "Veteran" Yogyakarta. After the
draft was completed, BPBD Karo proposed a draft
contingency plan to Regent Karo. If a change is still made or
not received, then the draft was revised by UPN "Veteran"
Yogyakarta and was reexamined by the regent. Then, BPBD
finalized contingency plans that have been approved by the
regent with the relevant stakeholders. If the agreement has
been given to the contingency plan, then BPBD proposes to
the law section to be processed. The processing was raised to
the Assistant, regency secretary, deputy Regent, and regent
for the dissemination of contents. It returned to the law
section for SKPD deliberations related to disaster
management. After the completion, the Regent Decree is
published on the rule of the regent on Mount Sinabung
eruption contingency plan. BPBD Karo will socialize the
contingency planning to SKPD, sub-district, and disaster-
affected villages. Plans will be socialized in Sukatendel
village.

Until this article is being written, there is no clarity of
status regarding the contingency plan due to one of the
conditions for doing contingency planning is PERDA or
local regulations. PERDA Karo itself does not have a
registration number from the province in order to be the legal
basis. The registered PERDA Karo number is still in progress
in the province until April.
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BPBD Karo Regency |

,| worktogather with
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Yogyakarta

| Certificate of Karo |
»  Regentinvolvedin
Centingency Planning

v

PERDA Karo Regency
about Local Disaster
Management

Material Collection
Meeting (BPBD,
UPNVY, Stakehalders)
Y
Draft Contingency Plan for

BPBD collaboration with UPN
"Veteran” Yogyakarta

<
Y

. " BPBD proposes a ™ Reject | The Draft Contingency
<_ Contingency Plantothe | Planwasrevised by the
i Regent A Yogyakarta Veterans UPN

yAccept

Agreed ) ~" BPBD finalizethe 7,
I Contingency Plan with the
L ! S stakeholders

Not Agree

BPBD proposes tothe Legal Law
Section

|
L 4

Promoted to assistant, regency secretary,
deputy regency, and regency for dissemination
of contents ‘

\
— e M e
[ It retumed to law section for SKPD
delebrations related to disaster
management
[

L

The Regency's Certificate on the rule of
the regent on Mount Sinabung eruption
contingency plan

¥

Sodialization by BPBD to SKPD, sub-
district and affected villages

F ig.. 3 Communication Model of the Regent's regulation on the contingency
plan of Mount Sinabung eruption (Interview with BPBD and Head of Law
Kabupaten Karo (May 8th, 2019))

In December it was proposed, and already inspected by
the province, and then the province returned it to Karo
regency to be repaired. Karo regency has already repaired and
sent it back to the province. A few days ago, Karo District
government checked how the status is, but it did not produce
results because the provincial government was still "busy (not
only a problem of Perda that must be handled by the
province)." Perda itself has sanctioned, while struggle has no
sanctions.

Analysis of decision-making regarding the Mount
Sinabung eruption contingency plan is not separated from the
group's communication aspects. More and more groups are
involved and have the competence of problem-solving as well
as the decision taken is increasingly effective. There are four
functions of group communication, according to Hirokawa
and Gouran [25] to be the basis of Functional Perspective on
Group Decision Making Theory: (1) analyze the problem.
The group knows the source of the problem and the risks that
will occur if the problem is not resolved. Analysis of the
problem in this study found that Karo regency is a disaster-
prone area of Mount Sinabung eruption. Disaster risk
reduction problems have not resolved optimally. The results
of the interview with the Head of BPBD Karo Regency states
that the main factor that is the cause is the absence of
document contingency plan eruption of Sinabung as a

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 353

reference to decision making. In this regard, the study finds
that the problem of Mount Sinabung eruption contingency
plan should be resolved immediately. For such completion,
the process of communication is required to decide on the
policy of the contingency plan to rule the regent. (2) goal
setting. Group members must determine the objectives to
achieve, namely the reduction of disaster risk of Sinabung
volcano eruption. In this study, the alternative taken is to
communicate among members of the group with the facility
of the College (Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Yogyakarta). Communication and coordination are carried
out to perfect the document of Mount Sinabung eruption
contingency plan that has been pre-established and has not set
into the Regent rules. The defendant scenario contingency
plans, objectives, technical and managerial measures, and the
deployment of potential mutually agreed resources to prevent
or to better cope with an emergency or critical situation. Plans
are structured to face a crisis that is expected to occur soon,
but it cannot happen. The contingency plan is not intended to
develop a project, but it rather consists utilization efforts as
much as possible of the resources/potential of the community
available to deal with disasters/emergency. The Defendant
contingency plan (UU, 24/2007; Article 35, and section 36.
Perka BPNB. 4/2008 PP. 21/2008. Chapters 5 and 6) is about
the importance of contingency planning in disaster risk
reduction and it is updated periodically. Beside anticipating
the types of disasters, people may face and know practically
how to manage disasters when the disaster occurs [26].
Contingency planning is a management process that analyzes
disaster risks and establishes arrangements in advance to
enable timely, effective and appropriate responses [27]. (3)
alternative identification, which is the process of drafting
various alternatives that can be used to solve the problem. All
members of the Regional Device Organization (OPD) in Karo
regency offer solutions following the competencies in disaster
risk reduction of Mount Sinabung eruption. For example, the
commander of Military District Command is drafting a
variety of disaster risk reduction alternatives through the
provision of human resources (HR) and infrastructure needed
for disaster risk reduction of Mount Sinabung eruption.
Similarly, other OPD such as the Department of
Communication and Information (KOMINFO) prepares the
hardware and software for the provision of Media Center as a
center for disaster information in Karo regency. (4) the
evaluation of positive and negative characters. This
evaluation is related to the possibility of Mount Sinabung
eruption. The chosen decision must be held to be accountable
to the community, especially those affected by the Mount
Sinabung eruption. Communication in decision making about
the actions taken must be carefully accountable according to
the character of each group. In terms of disaster known as the
responsibility, it means what has been formulated by the
group members through the document of Mount Sinabung
eruption contingency plan should be implemented according
to the plan. If the group does not implement it, the public may
make a lawsuit against the government regarding disaster risk
reduction. In this final function, Hirokawa and Gouran
remind that the group ignores documents that have become
regional policy. The community needs to control and to
remind the positive and negative impacts of each alternative.
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This is where the group's communication role is when the
group moves to achieve the purpose of communication can
influence decision making. The group communication model
in the decision-making process is found in this study, i.e., in
Fig. 4.

Implement =y
the Define the
prefered problem
policies_ -
g £
WA\ &
b 4

Synergy of )
Cotmuni cation Determine

Select y
Sy— evaluation

prefered and I
policies Coordination cnteria
Intergroups
\ v/ . /
Evaluate Identify
altemative altemnative
policies s policics

Fig. 4. Communication Model The Synergy of Inter-group Decision-
making regarding Contingency Plan of Sinabung Volcano (Research
findings 2019 adapted from Pratiwi [16])

Communication Model of the Synergy of Intergroup
decision-making about Mount Sinabung  Eruption
Contingency Plan. The finding of this research is a new
model adapted from the simple rational decision-making
model of Patton-Savicky by Pratiwi [16]. The difference of
this model with the previous model includes elements of
communication and coordination in the process of taking the
synergy of the inter-group decision on Mount Sinabung
eruption contingency plan. The previous model-oriented
decision-making process was lacking communication
elements involvement. According to the authors, the effective
decision-making process of Mount Sinabung eruption
contingency plan is highly dependent on the communication
and coordination of the interactionists involved. The role of
inter-group communication and coordination is the driving
wheel of the decision-making process of defining the
problem, determining evaluation criteria, identifying
alternative policies, evaluating alternative policies, selecting
preferred policies, and implementing the preferred policies.
All processes running clockwise is not separated from
intergroup communication and coordination elements.

The findings of this research can be compared with
research findings [28] that discusses the formulation process
of poverty alleviation policy: a case study of technical
implementation Unit of poverty Alleviation (UPTPK) Sragen
Regency, Central Java. The similarity of such research with
this study is to discuss the formulation of policies. Another
similarity is the process of determination of regent rules,
namely the way of establishment of the Regent rules as a
legal protection. Policy executor is appointed by the regent.
The principle works to coordinate with the agency or the
body that manages the budget. The Mount Sinabung eruption
contingency plan of Karo Regency has problems with the
legal basis of which there is no local regulation on disaster
management. When the researchers interviewed the head of
Karo Regency Law (8 May 2019), the new revised Perda was
about disaster process in North Sumatra province. The
difference is that the research discusses the formulation of
policies on poverty alleviation in the regency of Sragen, that
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has research on the policy of Mount Sinabung eruption
contingency plan.

The policy on the Mount Sinabung eruption contingency
plan is indispensable for disaster risk reduction. This is
recognized by the Government assistant and welfare
departement of the Karo Regency Suang Karo-Karo, M. Sc.
saying that in 2010 Karo Regency government and the people
who have not had enough experience in handling a disaster,
so many things cannot be maximally done. In this regard,
Karo regency government needs assistance in facing the
disaster of Sinabung volcano eruption. The findings of this
research are strengthened by the statement of Head of the
Implementation of BPBD Karo Regency, Ir. Martin Sitepu
who expects input from the Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Yogyakarta and the participants present
for the completion of contingency plan In facing Mount
Sinabung eruption [29]. This document is immediately
processed to be one of the policies of disaster risk reduction
of the government of Karo regency precisely as rule of regent.

The findings of the communication model synergists of
the inter-group decision-making regarding the Mount
Sinabung eruption contingency plan, is supported by the
research of Wijaya [30] on communication planning and
strategy in development activities. Wijaya finds about the
model of communication planning as an activity carried out
throughout the program, and that becomes a functioning
document that is always updated periodically based on the
needs of society. The research supports the findings of this
research that recognizes communication as an essential factor
in the determination of the communication strategy. The
communication scaffolding in this study is interpreted as
planning to develop the policy of the Karo regional
government regarding contingency plans of Mount Sinabung
eruption.

This study finds that the process of formulation of Mount
Sinabung eruption contingency plan policy has gone
smoothly. The process of defining the problem, determining
evaluation criteria, identifying alternative policies, evaluating
alternative policies, and selecting preferred policies has
started since 2017. The process involved all the regional
government organizations of Karo regency related to disaster
management led by the commander of Military District
Command, representatives of religious groups, local
government companies and Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Yogyakarta. The process has not resulted
in a legitimate contingency plan policy as a government
regulation for experiencing various constraints. The main
obstacle is the lack of coordination among parties related to
the formulation of government regulatory policy. Another
obstacle found is the absence of the legal basis of the local
regulation on disaster management. The finding of the
research interview with the head of regional regulation on
disaster management are the processes of repairing done by
the regional government of Karo involving the People's
Representative Council of North Sumatera Karo Regency,
Indonesia.

Researchers find other factors that have become an
obstacle in the process of validation of the local regulation
policy, which is the performance factor of employees who are
less concerned about the essential aspects of disaster
communication. This is evident in the process of filing the
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protracted regional regulation that has not been resolved,
whereas Karo regency is a disaster-prone area of Gunung
Sinabung eruption with the status of being active until May
2019. According to the analysis of researchers, all parties
related to decision-making about the local regulation on
disaster should realize the importance of the regulation that
should immediately target for disaster risk reduction. Based
on the results of interviews with the head of Law of Karo
regency, the decision-making process is underway. The
result of the research evaluation is that the decision-making
process will go smoothly when the communication and
coordination of the regional leadership with the House of
Representatives take place well following the model of Fig. 4
findings.

This study contributes in the form of policy
recommendation to Karo Regency government related to the
coordination process and communication synergy between a
local government organization and the Community for
disaster risk reduction of mountain eruption Sinabung. This is
according to the mandate of Law No. 24/2007 [1] on disaster
management stating that that the responsibility in organizing
disaster management is for government and local
governments. BPBD helps local government in this case.
Regional disaster management Agency should immediately
conduct the communication and coordination process in order
to make the decision to prioritize the document contingency
plan as regional regulation of Karo regency. Coordination for
good disaster risk reduction includes; (1) Management of
functional disaster prevention problems; (2) The existence of
a clear purpose, role and responsibility of the Organization;
(3) Resources and timing that will make the coordination run;
(4) The course of coordination based on the exchange of
information from various sources of different information
[31]. It is based on the importance of the document to be a
reference if there is a disaster eruption Mount Sinabung. This
recommendation is also based on the current situation of
Mount Sinabung with an active status until May 2019.
Disaster risk reduction is a priority for Governments to
prepare communities for a severe disaster. Disaster-resilient
communities can reduce disaster risk.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

This study has found a model of communication on decision-
making synergy about the policy of Mount Sinabung
eruption contingency plan. Decision-making involves
synergistic communication among all stakeholders reducing
disaster risk of Mount Sinabung from defining the problem,
determining evaluation criteria, identifying alternative
policies, evaluating alternative policies, selecting preferred
policies, and implementing the preferred policies. Synergistic
communication is reflected in the effective communication
and coordination between stakeholders, fast feedback, trust,
honesty, and high creativity to create a resilient and safe
society from the danger of eruption of Mount Sinabung.
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